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Penjelasan Roadmap :  

1. Keterkaitan Roadmap Riset dengan SDGs. 

Roadmap riset yang kami susun ini mempertimbangkan aspek perwujudan SDGs, 

yakni terkait tujuan nomor 16, yakni: “Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi 

Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua 

Tingkatan.”  

Adapun arah dari roadmap penelitian ini adalah untuk mewujudkan target SDGs 

pada poin ke 5, 6 dan 7 sebagai berikut: 

(5) Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; 

(6) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; 

(7) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di 

setiap tingkatan. 

2. Keterkaitan Roadmap Penelitian Dosen dengan Bidang Unggulan Penelitian 

Universitas yaitu pada bidang unggulan Bisnis, Sosial dan Humaniora. Tema unggulan 

yang digunakan adalah:  

1) Pemerintahan yang efektif; 

3) Bisnis, Sosial, dan Humaniora berbasis AIK. 

 

Dari semua penelitian yang dilakukan, sesuai bidang kompetensi yaitu Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi, maka tema besar riset diarahkan untuk 

mewujudkan tata Kelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis 

berdasarkan konstitusi dan moralitas Agama. 

 
 



 
2. Keterkaitan Roadmap Riset dengan Roadmap Universitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Roadmap Penelitian  
 

3. Keterkaitan Roadmap Riset dengan Bidang dan Tema Unggulan. 
 

Tema Unggulan 1: Pemerintahan yang Efektif. 
Issu-Issu Strategis Pemecahan Masalah Topik Riset yang 

Diperkuat 
Detail Topik 

Kajian Keilmuan 
Kinerja Performan 

Indikator 
Tata Kelola kepemerintahan 
di daerah dan desa 
cenderung koruptif 

Demokratisasi Tata 
Kelola Pemerintahan 
dan keuangan Daerah 

Demokrasi dan 
Demokratisasi Tata 
kelola Daerah/Desa 

1. Relasi Ajaran 
Agama dan 
Kearifan Lokal 

 

2016-2022
• konsepsi Otonomi 

Desa/Asli Dalam 
pemerintahan daerah 
di Indonesia

• Tradisi Berhukum 
Partisipatif berbasis 
nilai agama

basis nilai dalam 
konsep tata kelola 
pemerintahan daerah 
di Indonesia (2023-
2024

Model penguatan 
partisipasi publik 
dan perluasan ruang 
publik dalam proses 
bentukan regulasi 
daerah/desa (2024-
2025

Aktualisasi Konsep 
dan Model AUPB 
berbasis kearifan 
lokal dan nilai 
agama bagi 
demokratisasi 
pemerintahan dan 
pembangunan 
daerah/desa (2025-
2026)



berbasis Moral agama 
di Indonesia. 

Dalam konstruksi 
demokrasi Di 
Indonesia; 

2. Nilai agama 
sebagai Basis 
Moralitas tata 
kelola 
Pemerintahan di 
Daerah/Desa; 

3. Tata kelola 
Pemerintahan 
Daerah/Desa 
Berbasis Moral 
agama; 

4. Model 
pembentukan 
regulasi 
daerah/desa 
berbasis ajaran 
agama. 

  Aktualisasi konsep 
Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang 
Baik dalam Tata kelola 
Pemerintahan 
Daerah/Desa.  

1. Aktualisasi 
konsep AUPB 
berbasis kearifan 
lokal di 
Indonesia; 

2. Aktualisasi 
konsep AUPB 
dalam Tata 
kelola keuangan 
Daerah/Desa; 

3. Eksistensi AUPB 
dalam tata kelola 

 



pemerintahan 
daerah di 
Indonesia; 

4. Reaktualisasi 
AUPB  berbasis 
nilai agama 
dalam proses 
pengadaan 
barang dan jasa 
di daerah/desa 

 Penguatan Lembaga 
dan Skema 
Penegakan Hukum 
administrasi 

Penguatan lembaga 
Penegak Hukum 
Administrasi 

1. Pembaruan tata 
kelembagaan 
dan tata kerja 
penegak hukum  
administrasi di 
daerah; 

2. Kedudukan, 
peran dan fungsi 
Ombudsman 
dalam skema 
demokratisasi 
dan perlindungan 
hukum bagi 
rakyat; 

3. Pembaruan 
sistem 
penegakan 
hukum prefentif 
dalam tata kelola 
pemerintahan 
dan keuangan 
daerah/desa. 

 



4. Aktualisasi 
sistem 
penegakan 
hukum 
administrasi 
berbasis HAM 
yang 
Indonesiawi. 

 penguatan kapasitas 
masyarakat untuk 
terlibat dalam proses 
kepemerintahan.  

Partisipasi publik 
dalam tata kelola 
pemerintahan di 
daerah/desa 

5. Model penguatan 
partisipasi publik 
dalam proses 
pembentukan 
hukum di daerah; 

6. Pembaruan 
model 
pembentukan 
regulasi daerah 
pro masyarakat 
sipil; 

7. Model ruang 
publik demokratis 
dalam skema 
partisipasi publik 
di daerah/desa. 
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